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PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  

NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG  

PENILAIAN KEGAWATDARURATAN DAN PROSEDUR PENGGANTIAN BIAYA 

PELAYANAN GAWAT DARURAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

DIREKTUR UTAMA  

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (5) 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 

Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang 

Penilaian Kegawatdaruratan dan Prosedur Penggantian 

Biaya Pelayanan Gawat Darurat; 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Presiden  Nomor 28  Tahun 2016 tentang Perubahan 
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Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan 

Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 510); 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat 

Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 802); 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 143); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan        : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN 

SOSIAL KESEHATAN TENTANG PENILAIAN 

KEGAWATDARURATAN DAN PROSEDUR PENGGANTIAN 

BIAYA PELAYANAN GAWAT DARURAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1.  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah 

badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 

2.  Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing 

yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di 

Indonesia, yang telah membayar iuran. 

3.  Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang 

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan/atau Masyarakat. 

4.  Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang 

selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas 

Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan 

perorangan yang bersifat non spesialistik untuk 

keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, 

perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan 

kesehatan lainnya. 

5.  Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang 

selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas 

Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan 

perorangan yang bersifat spesialistik atau sub 

spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat 
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lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap 

di ruang perawatan khusus. 

6.  Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang 

dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan 

jumlah Peserta yang terdaftar tanpa 

memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan 

kesehatan yang diberikan. 

7.  Tarif Indonesian - Case Based Groups yang 

selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran 

pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada 

FKRTL atas paket layanan yang didasarkan kepada 

pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur. 

8.  Instalasi Gawat Darurat adalah salah satu unit di 

rumah sakit yang menyediakan penanganan awal 

bagi Peserta yang menderita sakit dan cedera, yang 

dapat mengancam kelangsungan hidupnya, 

kecacatan, atau memerlukan tindakan medis segera. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

10. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah pelayanan 

kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk 

mencegah kematian, keparahan, dan/atau 

kecacatan sesuai dengan kemampuan Fasilitas 

Kesehatan. 

11. Aplikasi INA-CBG adalah instrumen pengajuan 

klaim pembayaran pelayanan kesehatan jaminan 

kesehatan nasional yang telah dilaksanakan FKRTL. 
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BAB II 

PENILAIAN KEGAWATDARURATAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

Penilaian kegawatdaruratan medis Peserta wajib 

dilakukan untuk menjamin hak Peserta dalam menerima 

Pelayanan Kegawatdaruratan medis pada: 

a. FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;  

b. FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 

tanpa disertai dengan surat rujukan dari FKTP; dan 

c. Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan 

BPJS Kesehatan. 

 

Pasal 3 

BPJS Kesehatan menjamin pelayanan gawat darurat 

medis yang dilakukan: 

a. sesuai dengan kegawatdaruratan medis; 

b. di ruang pemeriksaan atau Instalasi Gawat Darurat; 

dan 

c. sesuai dengan tata laksana penanganan gawat 

darurat, 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan 

secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, 

dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan Fasilitas 

Kesehatan. 
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